ABSTRAK

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tidak selamanya hubungan Advokat
dengan Klien berjalan sesuai yang diharapkan walaupun Advokat dengan Klien
demikian hubungan di lindungi Undang — Undang tetapi adakalanya hubungan
hukum itu menjadi sengketa seperti Klien yang tidak membayar honorarium dan
biaya keberhasilan secara penuh kepada Advokat, sesuai yang diperjanjikan antara
kedua belah pihak yang tertuang dalam surat kuasa khusus, faktor penyebab
dikarenakan penentuan tariff honorarium dan biaya keberhasilan yang tidak ada
aturan baku yang harus di tetapkan oleh Advokat. Dalam studi kasus ini penulis
menganalisa mengenai pertimbangan hukum dan putusan apakah sudah sesuai
perundang-undangan atau tidak sesuai, serta mengenai akibat hukum wanprestasi
klien terhadap advokat mengenai perjanjian mengenai biaya keberhasilan.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian dengan
spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, subdata bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Objek penelitian dan
analisis kasus yang diteliti di kota Bandung belum sesuai karena putusan yang
hanya mengabulkan sebagian dari petitum penggugat mengenai besaran sisa yang
harus dibayar para tergugat kepada Penggugat pendapat analisa penulis hakim
seharusnya mengabulkan seluruh petitum gugatan penggugat.

Berdasarkan hasil analisa, penulis berpendapat pertimbangan hukum dan
putusan dalam perkara ini, terdapat putusan yang belum sesuai yaitu mengenai
tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Permata Biru Blok I/VI No. 5,
Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dikeluarkan oleh Majelis dari daftar warisan
pewaris, dengan alasan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan
Tergugat mengenai hak kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. Di dalam
putusannya Majelis tidak menyebutkan alasan hukum adanya peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan dikeluarkannya objek tanah dan
bangunan yang termasuk dalam warisan tersebut, setelah melakukan analisa
penulis menemukan dasar hukum dan/atau peraturan yang Majelis hakim
kesampingkan yaitu ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikaitkan dengan perihal tersebut di atas
dalam hal ini pewaris tidak membuat suatu hibah mengenai pemberian tanah dan
bangunan tersebut kepada Firman Santosa. Pada faktanya pewaris hanya
membelikan tanah dan bangunan tersebut dan mengatasnamakan menjadi Firman
Santosa sehingga menurut analisa penulis pemberian tanah dan bangunan tersebut
tidak sesuai prosedur yang benar sebagai hibah maka harus dimasukan dalam
bagian dari warisan pewaris. Serta Majelis mengesampingkan pada
ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata dengan tidak adanya hibah sesuai prosedur
maka pemberian tanah dan bangunan yang diatas namakan Firman Santosa tidak
sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata yaitu hibah atas
benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/nprt/677/pp-no-24-tahun-1997-pendaftaran-tanah
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/nprt/677/pp-no-24-tahun-1997-pendaftaran-tanah

ABSTRACT

Advocates are people whose profession is to provide legal services, both
inside and outside the court who meet the requirements based on the provisions of
Law Number 18 of 2003. Not always the Advocate's relationship with the Client
will run as promised from the start, even though the relationship between the
Advocate and the Client is in protect the law but sometimes the legal relationship
becomes a dispute such as a client who does not pay the full fee and honorarium
to the Advocate, according to what has been made in the agreement between the
Advocate and the Client as stated in a special power of attorney, the factor
causing the problem is the determination of the honorarium rate and the cost of
success for which there are no fixed rules and must be set by the Advocate. So in
this case study analyzes the legal consequences of client default on Advocates
regarding the success cost agreement and legal considerations and the decision of
the Panel of Judges.

Research conducted by the author using research with the research
specifications used are descriptive analysis, sub-data on primary legal materials,
secondary legal materials, tertiary legal materials. The object of research and
analysis of cases studied in the city of Bandung is not appropriate because the
verdict only grants part of the plaintiff's petitum regarding the remaining amount
to be paid by the defendants to the Plaintiff.

Based on the results of the analysis, the author is of the opinion that legal
considerations and decisions in this case, there are decisions that are not suitable,
namely regarding land and buildings which are located at Jalan Permata Biru
Blok I / VI No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta, which was issued by the
Assembly from the list of inheritance of the heirs, on the grounds that there were
differences of opinion between the Plaintiff and Defendant regarding the
ownership rights of the land and buildings. In fact, the heir only bought the land
and building on behalf of Firman Santosa, in the minutes of the meeting dated 29
July 2015 between the heirs and Firman Santosa agreed that the house and
building were included in inheritance, so that differences of opinion regarding
ownership of the house and land had been answered that is, entering into the
inheritance, the conclusion is that the grant of land and buildings is not in
accordance with the correct procedure as a grant and must be included in the
inheritance of the inheritor. The Assembly set aside the absence of grants in
accordance with the procedure, then the granting of land and buildings in the
name of Firman Santosa is invalid, this is in accordance with the provisions of
Article 1682 of the Civil Code, namely that grants for immovable objects become
null and void if not carried out by a notary deed.



